SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

Menimbang

Mengingat

a.

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 74 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KUWU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2021
perlu disesuaikan dengan dinamika situasi dan kondisi sosial
akibat pandemi COVID-19;

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan evaluasi
penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu mengganti Peraturan Bupati
Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan
Kuwu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (7) Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemilihan Kuwu;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5476);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);



Menetapkan

10.

11

e

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29
Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi [jazah/Surat Tanda
Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti [jazah/Surat Tanda
Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti
[jazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 574);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KUWU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
Bupati adalah Bupati Cirebon.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat
DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Cirebon.

Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Cirebon.

Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon.



10.

11

12,

13.

14.

15,

16.

17.

18.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cirebon.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai
tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan  urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kuwu dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kuwu adalah Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kekosongan Jabatan Kuwu adalah suatu keadaan Pemerintah
Desa dimana Kuwu Definitif hasil pemilihan telah berhenti
karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau
diberhentikan.

Penjabat Kuwu adalah seorang penjabat yang diangkat oleh
Bupati untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban Kuwu
dalam kurun waktu tertentu.

Pelaksana tugas kuwu yang selanjutnya disebut Plt. Kuwu
adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang
diangkat dengan Keputusan Camat untuk melaksanakan tugas
dan kewajiban kuwu selama kuwu menjalani cuti dan/atau
berhalangan sementara.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD
adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.



19.

20.
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22.

23.

24.
25.
26.

27,

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kuwu setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Kuwu adalah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
Kuwu dan bersifat mengatur.

Keputusan Kuwu adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final.

Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh calon kuwu
atau tim suksesnya dalam rangka meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Hari adalah hari kerja.
Pemilihan kuwu adalah Pemilihan Kuwu serentak.

Pemilihan kuwu antar waktu adalah pemilihan kuwu yang
dilakukan dalam mekanisme musyawarah desa oleh
perwakilan unsur masyarakat untuk memilih kuwu yang masa
jabatannya melanjutkan sisa masa jabatan kuwu definitif yang
berhenti atau meninggal dunia dengan sisa masa jabatan lebih
dari 1 (satu) tahun.

Panitia pemilihan Kuwu tingkat kabupaten yang selanjutnya
disebut Tim Fasilitasi Pemilihan kuwu adalah Tim yang
dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kuwu.

Panitia pemilihan Kuwu tingkat desa yang selanjutnya disebut
Panitia Pemungutan Suara atau PPS adalah Panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan
Kuwu.

Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS
adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kuwu
yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang
dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara atau PPS untuk
menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan
Suara.

Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK
adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau
khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai penduduk Indonesia.

Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan,
dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota
keluarga.



33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat
KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang
merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bakal Calon adalah warga masyarakat yang berdasarkan
penjaringan oleh PPS ditetapkan sebagai Bakal Calon Kuwu.

Calon adalah Calon Kuwu yang telah memenuhi persyaratan
dan ditetapkan oleh PPS untuk berhak dipilih dalam pemilihan
Kuwu.

Calon Kuwu Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara
terbanyak dalam Pemilihan Kuwu.

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan
pilihannya.

Tim Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat
TPDP adalah tim yang memutakhirkan dan memvalidasi daftar
pemilih sementara.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PPS
untuk mendapatkan Bakal Calon Kuwu dari warga
masyarakat.

Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi
administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal
Calon.

Pengesahan adalah suatu proses yang menyatakan secara
resmi kebenaran atau keabsahan foto kopi ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar/Surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar dengan pembubuhan tanda tangan dan stempel
pada foto kopi ijazah/STTB/ Surat keterangan pengganti
jjazah/Surat Tanda Tamat Belajar oleh pejabat yang
berwenang setelah dilakukan verifikasi sesuai dengan fakta
dan data atau dokumen aslinya.

[jazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat
pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang
peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan yang
diterbitkan oleh kementerian yang bersangkutan yang berlogo
garuda.

ljazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan
sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan
terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran
Program Paket yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan
dan kebudayaan yang berlogo garuda.
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145.

46.

47.

48.

49.

50.

S1.

52.

33.

Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat
Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat dengan
SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah, dan
dinyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada
satuan pendidikan yang berpenghargaan sama dengan
ijazah /STTB berlogo garuda;.

Surat keterangan pengganti ijazah/STTB adalah surat
pernyataan resmi dan sah, yang berpenghargaan sama dengan
jjazah /STTB.

Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan adalah
Dokumen persyaratan resmi dan sah yang dihargai sama
dengan ijazah paket kesetaraan.

Surat Keterangan Pengganti SKYBS adalah Dokumen
pernyataan resmi dan sah yang dihargai sama dengan Surat
Keterangan Yang Berpenghargaan Sama.

Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang
menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh
peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan
kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan
jjazah /STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang
menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal terkait.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya
disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi
tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan
pendidikan tinggi bergelar.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat dalam organisasi itu sendiri.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat dari luar organisasi itu sendiri.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus 2.

Protokol kesehatan adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam
rangka pencegahan penularan COVID-19, diantaranya
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai
sabun.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN KUWU SERENTAK

Bagian Kesatu
Persiapan

Paragraf 1
Pelaksanaan dan Tahapan Pemilihan Kuwu

Pasal 2

Pemilihan Kuwu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

Pemilihan Kuwu dilaksanakan secara serentak pada hari yang
sama di seluruh desa pada seluruh wilayah kabupaten.

Pemilihan Kuwu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kuwu di
wilayah Kabupaten,;

b. kemampuan keuangan daerah;

c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi
persyaratan sebagai Penjabat Kuwu.

Pemilihan Kuwu secara bergelombang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan pada setiap tahun gasal.

Pelaksanaan pemilihan kuwu serentak pada masa pandemi
COVID-19 wajib mematuhi protokol kesehatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daftar nama desa yang akan melaksanakan pemilihan Kuwu
serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Pemilihan Kuwu dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan dan pengesahan calon kuwu terpilih.

Jadwal tahapan pemilihan Kuwu serentak ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tahapan persiapan pemilihan kuwu terdiri atas:

a.
b.

tahapan persiapan di tingkat kabupaten
tahapan persiapan di tingkat desa.
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Paragraf 2
Tahapan Persiapan Tingkat Kabupaten
Pasal 5

(1) Tahapan persiapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a meliputi:

a. Pembentukan Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu;

b. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten,;

c. Pembentukan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan; dan
d. Pembentukan Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu.

(2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pengarah

Penanggung jawab
Ketua

Wakil Ketua
Sekretaris

°opo g

f. Anggota

1

o

v 0N

0.

SI e EEe e S

Bupati

Wakil Bupati

Ketua DPRD

Kepala Polres Kota Cirebon
Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon
Komandan Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon

Kepala Polres Cirebon Kota
Danlanal Cirebon

Danyon Arhanudse 14

Kaden C Brimob

Sekretaris Daerah

Kepala DPMD

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kepala Bidang Administrasi
Pemerintahan Desa pada DPMD

i
2.
3.
4

S.
6.

(4) Sekretariat Tim Fasilitasi
dimaksud pada ayat (3) berada di DPMD.

(5) Tim Pengawas Pemilihan

Unsur DPMD

Bagian Pemerintahan

Bagian Hukum

Badan Keuangan dan Aset
Daerah

Inspektorat

Perangkat Daerah terkait

Pemilihan Kuwu sebagaimana

Kuwu Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1.

a. Pengarah

2.
3.
4

Bupati

Wakil Bupati

Ketua DPRD

Kepala Polres Kota Cirebon




5. Kepala Kejaksaan  Negeri
Kabupaten Cirebon
6. Komandan Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon
7. Ketua  Pengadilan  Negeri
Sumber
8. Kepala Polres Cirebon Kota
9. Dan Yon Arhanudse 14
10. Dan Lanal Cirebon
11. Ka Den C Brimob

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Kepala Badan Kesbangpol

d. Wakil Ketua I : Staf Ahli Bidang Hukum dan
Pemerintahan

e. Wakil Ketua II : Inspektur

f. Sekretaris : Kepala Bidang Poldagri dan

Orkemas pada Badan Kesbangpol.
g. Anggota Tim dan : 1. Inspektur Pembantu IV pada
Sekretariat Inspektorat
2. Kabag Pemerintahan Setda
3. Pasi Intel Kodim 0620
Kabupaten Cirebon
4. Kasat Intelkam Polres Kota
Cirebon
5. Kasat Intelkam Polres
Cirebon Kota
6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon
7. Ketua Panitera Pengadilan
Negeri Sumber
8. Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Setda Kabupaten Cirebon
9. Kasi Penataan Administrasi
Pemerintahan Desa pada
DPMD Kabupaten Cirebon
10. Kasubbid Politik Dalam
Negeri pada Badan
Kesbangpol
11. Satgas COVID-19 Kabupaten

(6) Sekretariat Tim Pengawas Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) berada di Badan Kesbangpol.

(7) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Ketua : Camat
b. Anggota : 1. Kapolsek
2. Danramil
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Sekretaris Kecamatan
Kasi Pemerintahan
Satgas COVID-19
Kecamatan

(8) Tim Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. Pengarah

b. Penanggung jawab

c. Ketua
d. Wakil Ketua

e. Sekretaris

f.  Anggota
1 Bidang Patroli
dan
Identifikasi

11

1.

2
3.
4.
S

o

bl e

[a—
<

5.

ol b

Bupati

Wakil Bupati

Ketua DPRD

Kepala Polres Kota Cirebon
Komandan Distrik Militer 0620
Kabupaten Cirebon

Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon

Kepala Polres Cirebon Kota
Danyon Arhanudse 14
Danlanal Cirebon

Kaden C Brimob

Dan Denpom IlI/3 Cirebon

Sekretaris Daerah

Wakil Kapolres Kota Cirebon
Wakil Kapolres Cirebon Kota
Kepala Staf Kodim 0620
Kabupaten Cirebon
Wadandenpom I[1I/3 Cirebon

Kepala Satpol Pamong Praja

1.

Kabag Ops Polres Kota
Cirebon

Kabag Ops Polres Cirebon
Kota

Pasie Ops Kodim 0620
Kabupaten Cirebon

Kasi Intel Kejaksaan Negeri
Kabupaten Cirebon

Pasie Hartib Denpom III/3
Cirebon

Sekretaris Satpol Pamong
Praja

Kabid Perlindungan
Masyarakat dan SDA pada
Satpol Pamong Praja

Satpol Pamong Praja
Kodim 0620
Cirebon

Polres Kota Cirebon

Kabupaten




()

(1)

(2)

Polres Cirebon Kota

Denpom III/3 Cirebon

Satpol Pamong Praja

Kodim 0620 Kabupaten
Cirebon

Polres Kota Cirebon

Polres Cirebon Kota

Denpom III/3 Cirebon
Satpol Pamong Praja

Kodim 0620 Kabupaten
Cirebon

Polres Kota Cirebon

Polres Cirebon Kota

Denpom 1I1/3 Cirebon
Kepala Seksi Ketenteraman
dan Ketertiban Kecamatan

2 Sekretariat

el

3 Lapangan

Sl

A

Sekretariat Pengamanan Pemilihan Kuwu sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) berada di Satpol Pamong Praja.

Pasal 6

Tim Fasilitasi Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten mempunyai

tugas:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengusulkan
jadwal tahapan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan
kuwu kepada Bupati;

b. melakukan verifikasi terhadap usulan rencana penggunaan
biaya pemilihan kuwu yang bersumber dari APBD
Kabupaten;

c. melakukan pembekalan kepada PPS, BPD, dan aparatur
pemerintah desa;

d. melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk
melaksanakan tes akademis bakal Calon Kuwu yang lebih
dari 5 (lima) setelah ada permohonan dari PPS;

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan
Kuwu;

f. memfasilitasi usulan permohonan dan penyaluran bantuan
biaya pemilihan kuwu yang diajukan oleh kuwu atau
penjabat kuwu atau Plt. kuwu;

g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf e
dan huruf f, dilaksanakan bersama-sama dengan kecamatan.
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Pasal 7

(1) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten mempunyai
tugas:

(2)

a.

f.

melakukan fasilitasi, pembinaan dan advokasi kepada Tim
Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya,;

melaksanakan pengawasan protokol kesehatan covid-19
dalam tahapan pelaksanaan pemilihan Kuwu,

menindaklanjuti laporan hasil pengawasan dan penanganan
pengaduan dari Tim Pengawas Tingkat Kecamatan yang
belum terselesaikan di tingkat kecamatan;

membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelesaian
permasalahan tahapan pemilihan Kuwu tingkat Kabupaten,;

berkoordinasi dengan Tim Fasilitasi dalam menyelesaikan
permasalahan/pengaduan pemilihan Kuwu;

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kabupaten
menyusun Standar Operasional Prosedur.

Pasal 8

(1) Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Tingkat Kecamatan mempunyai
tugas:

(2)

a.

melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
setiap tahapan pemilihan Kuwu sebagai dasar pelaksanaan
tahapan selanjutnya,;

menerima, menampung dan mengkaji setiap laporan
pelanggaran tahapan pemilihan kuwu yang disampaikan
secara tertulis dari masyarakat, calon kuwu dan/atau Tim
Kampanye yang berisi:

1) Nama dan alamat pelapor;

2) Waktu dan tempat kejadian perkara;

3) Nama dan alamat pelanggar;

4) Nama dan alamat saksi-saksi; dan

5) Uraian kejadian dan dilengkapi dengan bukti-bukti.

melakukan koordinasi dengan Tim Fasilitasi dan Tim
Pengawas Tingkat Kabupaten dalam menindaklanjuti
pengaduan atau penyelesaian permasalahan.

melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas kepada
Ketua Tim Fasilitasi dan Ketua Tim Pengawas Tingkat
Kabupaten.

Dalam menindaklanjuti pengaduan tahapan Pelaksanaan
Pemilihan Kuwu, Tim Pengawas Tingkat Kecamatan dapat
meminta keterangan tambahan atau memanggil para pihak
terkait.
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(3)

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Tim Pengawas Tingkat Kecamatan
berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Tim Pengawas
Tingkat Kabupaten.

Pasal 9

Tim Pengamanan mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan pengamanan pada setiap tahapan pemilihan
dan pelantikan kuwu;

melaporkan secara tertulis pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Bupati.

Paragraf 3
Tahapan Persiapan Tingkat Desa
Pasal 10

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

(2)

pembentukan PPS pemilihan kuwu oleh BPD;

perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh PPS kepada Bupati
melalui Camat;

pemutakhiran dan validasi data pemilih dari DPT Pemilihan
Umum terakhir;

pemerintah desa mempersiapkan dan memperbaharui
data penduduk dalam buku induk kependudukan.

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kuwu serentak, BPD

mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. membentuk, menetapkan, melantik dan mengambil
sumpah PPS;

b. bersama-sama dengan PPS mengusulkan rencana biaya
pemilihan kepada Bupati melalui Camat;

c. mengawasi PPS dalam pelaksanaan tahapan pemilihan
kuwu;

d. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul atas
tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan kuwu;

e. mengusulkan pengesahan dan pelantikan Kuwu terpilih
kepada Bupati melalui Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD harus bersikap netral.

Pasal 12

BPD membentuk PPS yang anggotanya terdiri dari unsur
perangkat desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh
masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Keputusan BPD tentang pembentukan PPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat.
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(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

PPS pemilihan kuwu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berjumlah 9 (sembilan) orang, dengan susunan sebagai berikut:
Ketua

Wakil ketua

Sekretaris

Seksi Umum dan Humas

Seksi Peralatan dan Perlengkapan (Logistik)

Seksi Pendaftaran dan Kampanye

Seksi Keamanan

Seksi Pendataan Pemilih

Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara

TR e a0 TP

[
.

PPS membentuk KPPS untuk menunjang kelancaran tugas
Panitia Pemilihan Kuwu pada seluruh tahapan, yang
keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat yang pembentukan
dan uraian tugasnya ditetapkan oleh PPS.

KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah
7 (tujuh) orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

R

KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan
suara.

Pasal 13

PPS mempunyai tugas dan tanggung jawab:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,
mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada
Bupati melalui Camat;

c. melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyaringan
calon Kuwu kepada masyarakat;

d. melakukan penjaringan Bakal Calon Kuwu;

e. melaksanakan pendaftaran Bakal Calon Kuwu;

f. melakukan penyaringan Bakal Calon Kuwu, yang meliputi
penelitian syarat administrasi dan penyampaian visi, misi,
serta program kerja;

g. melakukan seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih
dari 5 (lima) orang;
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(2)

h. dalam hal seleksi terhadap bakal calon kuwu yang lebih
dari 5 (lima) orang tidak mencapai kesepakatan, maka PPS
mengajukan permohonan seleksi akademis bagi bakal calon
Kuwu yang lebih dari 5 (lima) orang kepada Tim Fasilitasi
Pemilihan;

i. menetapkan Bakal Calon Kuwu menjadi Calon Kuwu,;

j- mengumumkan nama-nama Calon Kuwu yang berhak

dipilih;

k. melaksanakan pendaftaran pemilih dan pengesahan Daftar
Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap;

1. melaksanakan pengundian nomor urut bagi Calon Kuwu;

m. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan,

n. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

o. menyelenggarakan kegiatan kampanye,;

p. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat
pemungutan suara,

q. melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan
suara.

r. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan
mengumumkan hasil pemilihan;

s. menetapkan calon Kuwu terpilih;

t. melaporkan pelaksanaan hasil pemilihan secara tertulis
kepada BPD;

u. menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya dan
pelaksanaan pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
pelaksanaan pemilihan kepada BPD dan Penjabat Kuwu.

PPS dilarang:

a. tidak adil,

b. tidak netral, atau memihak kepada salah satu Calon Kuwu;

c. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS wajib mengangkat
sumpah dan dilantik oleh BPD.

Pengambilan sumpah PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan susunan kata-kata sumpah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku PPS dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu
taat dan mengikuti segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku khususnya yang mengatur pemilihan kuwu, dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
bersikap adil dan tidak memihak demi terlaksananya
pemilihan Kuwu yang langsung, umum, bebas dan rahasia
serta jujur dan adil ”.
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Pasal 15

(1) Pemberhentian keanggotaan PPS, dilakukan karena:
a. melanggar larangan  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (2);
b. mempunyai hubungan sedarah dan/atau hubungan
semenda sampai dengan derajat kedua dengan Calon;
c. berhalangan tetap dan/atau sakit yang dibuktikan dengan
surat keterangan dokter pemerintah.

(2) Pemberhentian PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan PPS dengan disertai usulan nama calon pengganti
yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dilantik oleh BPD.

Pasal 16

(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai
pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir.

(3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk desa yang pada saat hari pemungutan suara
pemilihan kuwu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun
yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
b. penduduk desa yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun
tetapi sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan:
1. fotokopi akta nikah; atau
2. surat pernyataan bermaterai dari orang tua tentang
sudah/pernah menikah bagi yang sudah/pernah
menikah secara agama.
c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
e. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang
dibuktikan dengan  KTPel/biodata penduduk dari
Disdukcapil/Kartu Keluarga/Surat Keterangan penduduk
dari Pemerintah Desa.

(4) Surat keterangan penduduk dari pemerintah desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf e, dikeluarkan oleh pemerintah
desa secara kolektif setelah ada surat keterangan dari RT
setempat bagi penduduk desa yang tidak memiliki Kartu
Keluarga, dengan kondisi :

a. sudah lanjut usia; dan
b. sudah lama berdomisili di desa.

(5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak
lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak dapat menggunakan hak memilih.
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(6) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai dengan
bukti kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(7) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari
dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur
17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/
pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftar.

(8) Dalam hal terdapat keragu-raguan tentang lama domisili
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, maka PPS wajib
melakukan verifikasi dan validasi dengan pihak berwenang
yang dibuktikan dengan surat keterangan.

(9) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dikeluarkan oleh pemerintah desa sesuai dengan alamat domisili.

(10) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih
Sementara per wilayah RT.

Pasal 17

(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (10), diumumkan oleh PPS pada tempat yang
strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

(3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan
perbaikan terhadap:

a. kesalahan penulisan nama, jenis kelamin, tempat tanggal
lahir, alamat dan/atau identitas lainnya kepada Ketua RT;

b. perbedaan identitas dalam akte lahir, kartu keluarga, KTP
dan ijazah.

(4) Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi
yang meliputi:

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; atau

c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi
syarat sebagai pemilih.

(5) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampung dan
diterima oleh Ketua RT untuk dikoreksi dan dilaporkan secara
tertulis kepada PPS.
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(6) Usulan perbaikan terhadap perbedaan identitas dalam akte
lahir, kartu keluarga, KTP dan ijazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, disertai dengan surat keterangan dari
Ketua RT bahwa identitas tersebut adalah orang yang sama.

(7) Berdasarkan hasil koreksi dan laporan Ketua RT, PPS segera
menyusun perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang
dituangkan dalam Berita Acara dengan ditandatangani oleh PPS
dan para Ketua RT.

(8) PPS mengesahkan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan 1 (satu)
hari setelah selesainya waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan PPS berdasarkan
Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 18
(1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai
Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama dan/atau sederajat dan atau Paket B;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kuwu;

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

S

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka
kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. sehat jasmani dan rohani;
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(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

k. tidak pernah menjadi Kuwu selama 3 (tiga) kali masa
jabatan, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-
turut dalam wilayah NKRI, termasuk masa jabatan kuwu
antar waktu;

l. pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal di
desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu bagi calon
kuwu yang berdomisili di luar desa setempat.

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal
calon kuwu yang pernah atau merupakan aparatur pemerintah
desa atau pemerintah daerah, wajib memenuhi persyaratan
tidak sedang memiliki tunggakan atas tindak lanjut hasil
pemeriksaan dari APIP.

Pasal 19

Bagi Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka yang
bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti kepada
Camat.

Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh Camat sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuwu
dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk
kepentingan sebagai calon.

Dalam hal Kuwu menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sekretaris desa atau perangkat desa lainnya
melaksanakan tugas dan kewajiban Kuwu sebagai Plt Kuwu
yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 20

Bagi Penjabat Kuwu yang akan mengikuti pencalonan Kuwu,
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai
Penjabat Kuwu sejak ditetapkan sebagai calon.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan
kepada BPD dan PPS.

Dalam hal Penjabat Kuwu mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), maka Camat mengajukan
pemberhentian Penjabat Kuwu yang bersangkutan kepada
Bupati untuk diproses lebih lanjut.

Dalam hal Penjabat Kuwu diberhentikan karena mengundurkan
diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa atau
perangkat desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban
Kuwu sebagai Plt.Kuwu yang ditetapkan dengan Keputusan

Camat.
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Pasal 21

(1) Bagi perangkat desa yang akan mengikuti pencalonan Kuwu,
maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan cuti
kepada Kuwu atau Penjabat Kuwu dengan tembusan Camat.

(2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung
sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kuwu
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(3) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
untuk sementara dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang
ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Pasal 22

(1) Bagi anggota BPD yang akan mengikuti pencalonan Kuwu, maka
yang bersangkutan harus mengundurkan diri dibuktikan
dengan surat pernyataan pengunduran diri sejak ditetapkan
sebagai calon.

(2) Pemberhentian sebagai anggota BPD karena pengunduran diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan
Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

(3) Dalam hal jumlah anggota BPD tidak memenuhi kuorum
karena pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka pengisian keanggotaan BPD antar waktu berpedoman
pada ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang BPD.

Pasal 23

(1) PNS dapat mencalonkan diri sebagai kuwu kecuali guru,
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

(2) PNS yang mencalonkan diri sebagai calon, harus mendapatkan
izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Pemberian izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala BKPSDM.

(4) Dalam hal PNS yang terpilih dan diangkat sebagai Kuwu, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama
menjadi Kuwu tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kuwu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan kuwu
dan penghasilan lainnya yang sah.

(6) Bagi anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon
Kuwu berlaku ketentuan yang ada di lingkup TNI/POLRI.

(7) Bagi anggota DPRD yang akan mencalonkan diri sebagai calon
kuwu, yang bersangkutan mengajukan cuti sejak ditetapkan
sebagai Calon Kuwu sampai dengan penetapan Calon Kuwu
terpilih.
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Paragraf 2
Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon
dan Penetapan Calon

Pasal 24

(1) PPS mengumumkan dan membuka pendaftaran penjaringan
bakal calon yang dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

(2) Pembukaan masa pendaftaran atau penjaringan bakal calon,
kelengkapan persyaratan bakal calon diumumkan oleh PPS
secara luas dan terbuka kepada masyarakat Desa melalui para
ketua RW dan RT, selebaran, diumumkan di tempat umum,
papan informasi, spanduk dan media lainnya yang dapat
dijangkau oleh masyarakat.

(3) Kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), yaitu:

a.

b.

mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah
disediakan oleh PPS;

surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kuwu, yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas materai;

. surat pernyataan tidak pernah menjadi Kuwu selama

3 (tiga) kali masa jabatan dalam wilayah NKRI termasuk
masa jabatan kuwu antar waktu, yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas materai, khusus bagi bakal calon yang
pernah menjadi kuwu melampirkan keputusan
pengangkatan /pengesahan sebagai kuwu;

surat pernyataan bersedia berdomisili dan bertempat tinggal
di desa setempat bagi calon kuwu yang berdomisili di luar
desa setempat apabila terpilih sebagai Kuwu, yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas materai,

. jjazah pendidikan formal atau kesetaraan dari tingkat dasar

sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau
sederajat atau Paket B yang dilegalisasi terbaru oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang
berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan
pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang
bersangkutan;
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. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala
satuan pendidikan hasil penggabungan,;

. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh
kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru,

. pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan
pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan
pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup
dilakukan oleh Kepala Dinas kabupaten/ kota yang
membidangi pendidikan di kabupaten/kota yang
bersangkutan<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>